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Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun
2017 tentang Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana
penetapannya perempuan mendapatkan hak yang sama seperti pada perkara cerai
gugat. Dampak dari putusnya perceraian yang hanya mengabulkan petitum
menjadi suatu masalah yaitu kepentingan mantan istri yang seharusnya di lindungi
namun tidak didapatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para hakim Pengadilan
Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian serta alasan dan
dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer penelitian dihimpun melalui
wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Marbahan dan Pengadilan
Agama Kapuas dan studi dokumenter. Data diolah dengan teknik editing,
deskripsi, matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga
diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan: pertama dari 7 (tujuh) informan yang
terdiri dari hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas,
terdapat perbedaan pendapat mengenai nafkah mantan istri pasca perceraian yakni
informan | dapat ditetapkan nafkah anak dengan mengarahkan pihak, informan
VIl dapat ditetapkan nafkah idah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak tanpa disertai
tuntutan, informan VI kemungkinan ditetapkan dengan mengarahkan pihak
apabila tergugat hadir, dan ada 4 hakim, yakni informan II, IlI, IV, dan V
berpendapat tidak dapat ditetapkan jika tidak ada tuntutan. Kedua Hakim yang
berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah anak yakni informan | didasarkan
hukum progresif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pembuktian
adanya kelalaian yang disebabkan oleh suami kemudian dapat dilakukan
penggabungan gugatan, Hakim yang berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah
idah, mut’ah dan nafkah anak yakni informan VIl didasarkan pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018 dengan pembuktian gugatan perceraian atas kesalahan
suami. Hakim yang berpendapat ada peluang dapat ditetapkan nafkah yakni
informan VI jika tergugat hadir pada persidangan. Kemudian kelompok 4 (empat)
hakim lainnya yakni informan II, 11I, 1V, V berpendapat tidak dapat ditetapkan
nafkah cerai gugat yang mempunyai alasan hakim tidak boleh ultra petita karena
adanya larangan hakim tidak boleh mengabulkan gugatan melebihi dari yang
diminta.



